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Abstrak
 

Kejahatan merupakan penomena BOBial yang tidak dikikis habis, selalu ada dan melekat pada masyarakat

yang bersangkutan. Kejahatan di samping merupakan masalah Kemanusiaan, ia juga merupakan masalah

sosial yang ter2 t h 9S n lihat dari akibatnya, tidak diragukan lagi bahwa itu mengganggu, ~merusak dan

merintangi tercapainya z. nasional, mencegah penggunaan secara optimal sumber-sumber nasional, dan

mengganggu keseimbangan serta kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual« Kejahatan

membahayakan martabat kemanusiaan, menciptakan suasana takut dan gelisah, merongrong dan

mencemarkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna*

Untuk mengantisipasi, menanggulangi, dan menekan kejahatan tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang

setidaktidaknya dapat meredam, mencegah, dan menangkal gejala, akabat dan pengaruh negatif yang

ditimbulkannya. Kebijakan kriminal antara lain dilakukan melalui tahap -eksekusi yaitu tahap pelaksanaan

hukum pidana secara konkrit olein aparat penegak hukum. Kepolisian (penyidik) merupakan salah satu sub

sistem dalam sistem peradilan pidana (SPP)? yang mempunyai tugas dan ttanggung jawab-dalam bidang

penyidikan perkara pidana* Dalam praktik penegakan hukum tidak dapat dijamin tersangka pasti akan hadir

atau pasti dapat dihadirkan setiap diperlukan* Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan penyidik

diberikan hak dan wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, yang

dikhawatirkan akan melarikan diii, merusaktalat bukti, atau mengulangi melakukan tindak pidana.

Penangkapan/penahanan seperti sekeping uang logam, mempunyai dua sisi. Pada satu sisi merupakan sisi

yang gelap, karena pada hakikatnya ia bertentangan dengan HAM dan sering disalahgunakan. Pada sisi yang

lain, ia merupakan salah Batu sarana untuk penegakan hukum, agar proses peradilan pidana dapat berjalan

lancar, cepat, .pasti', dan prinsip biaya ringan juga terpenuhi. KUHAP melalui pasal-pasalnya

mengamanatkan adanya keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan perlindungan

dan pengayoman HAM (individu) dengan kepentingan penegakan hukum (kepentingan umum).

Pengendalian atau penanggulangan kejahatan memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan melakukan

pdnangkapan/penahanan terhadap tersangka berarti memerlukan biaya makan dan perawatan tahanan, dan

secara! tersembunyi juga menghilangkan kesempatannya untuk memperoleh penghasilan.

Penangkapan/penahanan berarti memperbesar jumlah pengeluaran/biaya." Tetapi a a n kacamata lain,

dengan penangkapan dan penahanan nroses penyidikan menjadi jauh lebih cepat* Ditinjau dari penang

kapan/penahanan, prinsip peradilan cepat dan prinsip peradilan dengan biaya ringan berada pada dua kutub

yang saling berjauhan. Pada suatu saat, proses penegakan hukum akan mendekati salah satu kutub, tetapi

menjauhi kutub yang lain.

Penangkapan dan penahanan mempunyai peranan yang besar dan sangat efektif untuk mempercepat proses

penyidikan, tetapi mempunyai kelemahan karena akan memperbesar jumlah biaya yang dikeluarkan oleh

semua pihak yang terlibat dalam proses. Oleh karena itu, jika titik berat ditekankan kepada peradilan cepat,

maka diperlukan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, jika titik berat ditekankan kepada biaya ringan, maka
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proses peradilan menjadi lebih lambat.

Alternatif terbaik untuk mempertemukan kedua prinsip tersebut adalah memberikan penangguhan

penahanan kepada tersangka dengan jaminan orang dan uang yang memadai sepadan dengan tindak pidana

yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya. Pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku.

Di samping itu, juga masih diperlukan partisipasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak (aparat

penegak hukum terkait, masyarakat, saksi, tersangka/keluarganya, dan penasihat hukum). Dalam melakukan

penyidikan, penyidik harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Penegakan hukum atau kebijakan kriminal tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak

hukum, tetapi merupakan tuga6 dan tanggung jawab semua pihak. Janinan keamanan dan ketertiban

masyarakat mutlak diperlukan, untuk memberi rasa aman dan tenteram kepada setiap warga masyarakat,

sehingga mendorong dan menumbuhkan kreativitas, meningkatnya produktivitas dan peran aktif masyarakat

dalam pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, yang merupakan tujuan akhir dari

kebijakan kriminal.


